

[image: ] 
[image: ][image: ]JUDIKA : Jurnal Administrasi Perkantoran 
Vol. 14 No. 2, Desember 2025, Hal. 01-09



	Available at https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/judika
Published by Jurusan Pendidikan Administrasi Perkantoran FE  UNIMED bekerjasama dengan ASPAPI Pusat.
	ISSN: 2830-5590


 
[bookmark: _Hlk35156554]Strategi Humas Dinas PMD Dukcapil Sumut Meningkatkan Diseminasi Informasi dan Pemahaman Masyarakat

Muhammad Mahathir Harahap1*, Nelly Armayanti2, & Najwa Andini3
1,2,3,4Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Indonesia
m2207107@gmail.com , nellyarmayanti@unimed.ac.id, najwandinii08@gmail.com


Abstrak: 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi Humas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (PMD & Dukcapil) Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan diseminasi informasi dan pemahaman masyarakat terkait administrasi kependudukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap tiga staf humas dan dokumentasi kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi utama Humas berfokus pada penguatan branding kelembagaan melalui media digital, khususnya media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube. Meskipun konten masih didominasi oleh publikasi kegiatan seremonial, Humas mulai mengembangkan konten edukatif seperti informasi Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA). Upaya ini berdampak positif terhadap peningkatan jangkauan publik serta pemahaman masyarakat mengenai peran dan kewenangan dinas. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kualitas konten interaktif, kompetensi digital, serta pengembangan website resmi sebagai kanal komunikasi utama untuk mendukung transparansi dan literasi publik secara berkelanjutan.

Kata kunci: humas pemerintah; diseminasi informasi; media digital; administrasi kependudukan; literasi publik.

Abstract: 
This study aims to analyze the communication strategies of the Public Relations Division of the Department of Community and Village Empowerment, Population and Civil Registration (PMD & Dukcapil) of North Sumatra Province in improving information dissemination and public understanding regarding population administration. This research used a descriptive qualitative method, collecting data through in-depth interviews with three public relations staff members and documentation. The findings indicate that the main strategy focuses on strengthening institutional branding through digital media, particularly social media platforms such as Instagram, Facebook, and YouTube. Although the content is still dominated by ceremonial publications, the department has started developing educational content such as information on the “Indonesia Aware of Population Administration Movement” (GISA). These efforts have positively impacted public reach and understanding of the institution’s role and authority. The study recommends improving the quality of interactive content, enhancing digital competencies, and developing an official website as the main communication channel to support transparency and continuous public literacy.
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PENDAHULUAN 
Humas pemerintah memiliki peran strategis sebagai penghubung antara instansi dan masyarakat. Perannya tidak terbatas hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pengelola hubungan organisasi dengan lingkungannya. Dalam perspektif manajemen modern, Humas berfungsi memastikan organisasi mampu beradaptasi, melakukan penyesuaian, atau mempertahankan stabilitas sesuai tujuan yang ingin dicapai. Hal ini sejalan dengan pendapat (Kurniati et al., 2020) yang menegaskan bahwa Humas pemerintah pada hakikatnya merupakan manajemen adaptasi lingkungan organisasi. Peran tersebut semakin relevan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang mengatur hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan mewajibkan badan publik menyediakan akses informasi secara terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam konteks administrasi pemerintahan desa dan kependudukan, tantangan komunikasi menjadi semakin kompleks karena menyangkut identitas hukum warga dan akses mereka terhadap layanan publik. Administrasi kependudukan bertujuan memberikan keabsahan identitas, perlindungan hak sipil, serta kepastian hukum bagi setiap penduduk. (Ayuningtias et al., 2025) menegaskan bahwa esensi dari administrasi kependudukan adalah memastikan terpenuhinya hak-hak tersebut secara setara. Pemerintah telah merespons kebutuhan ini melalui program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA). Namun, temuan (Ayuningtias et al., 2025). menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat masih cenderung situasional, di mana pengurusan dokumen dilakukan hanya ketika muncul kebutuhan mendesak akibat minimnya pemahaman mengenai prosedur. Kondisi ini menandakan perlunya strategi komunikasi yang lebih terencana dan berkelanjutan, bukan hanya sekadar sosialisasi satu arah, tetapi pendekatan yang mampu mendorong perubahan perilaku publik secara nyata.
Di era digital, strategi komunikasi Humas Pemerintah mengalami perubahan mendasar seiring berkembangnya pola konsumsi informasi publik. Media sosial tidak lagi diposisikan sebagai pelengkap, tetapi telah bergeser menjadi ruang komunikasi strategis yang mampu membentuk opini, membangun citra, dan menghubungkan instansi pemerintah dengan masyarakat secara lebih responsif. (Kurniati et al., 2020) menekankan bahwa dalam praktik Public Relations modern, platform digital memainkan peran sentral karena memungkinkan interaksi dua arah dan penyebaran informasi secara lebih cepat serta terukur. Kondisi ini semakin relevan dalam konteks Indonesia, di mana tingginya penggunaan media daring (online) membuka peluang bagi pemerintah untuk menjangkau publik secara lebih luas dan efektif. Selain itu, pemanfaatan media sosial juga berfungsi sebagai mekanisme untuk mereduksi misinformasi, mengingat arus informasi digital yang begitu cepat kerap memicu kesalahpahaman di masyarakat. Dengan demikian, media sosial berperan bukan hanya sebagai sarana publikasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memperkuat transparansi, meningkatkan literasi informasi publik, dan membangun hubungan yang lebih adaptif antara pemerintah dan warga.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinas PMD & Dukcapil) Provinsi Sumatera Utara berada dalam situasi komunikasi yang cukup kompleks. Berdasarkan observasi awal dan hasil wawancara, fungsi kehumasan di instansi ini baru mengalami revitalisasi setelah dibentuknya tim Humas yang beranggotakan aparatur muda. Sebelumnya, aktivitas kehumasan belum memiliki struktur khusus sehingga upaya publikasi, penyampaian informasi, maupun pembangunan citra institusi berjalan kurang optimal. Kondisi tersebut turut berpengaruh pada lemahnya branding instansi serta munculnya kesalahpahaman publik mengenai peran dan kewenangan dinas di tingkat provinsi. Banyak masyarakat belum dapat membedakan tugas provinsi sebagai koordinator dan fasilitator dengan tugas teknis pelayanan yang merupakan kewenangan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota, sehingga keluhan terkait layanan operasional, seperti pencetakan KTP kerap salah dialamatkan. Dinamika ini menunjukkan urgensi strategi komunikasi yang lebih terstruktur agar pemahaman publik terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi) instansi dapat meningkat.
Kondisi tersebut menuntut Tim Humas Dinas PMD & Dukcapil Provinsi Sumatera Utara untuk merancang strategi komunikasi yang lebih inovatif agar citra birokrasi dapat tampil humanis, responsif, dan relevan dengan kebutuhan publik masa kini. Dalam konteks ini, Humas tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator yang menghubungkan kebijakan dengan pemahaman masyarakat secara tepat dan mudah diakses. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana strategi komunikasi yang diterapkan Tim Humas Dinas PMD & Dukcapil Provinsi Sumatera Utara melalui pendekatan manajemen humas yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis digital yang digunakan untuk meningkatkan diseminasi informasi serta membangun pemahaman masyarakat mengenai administrasi kependudukan. Analisis ini juga melihat sejauh mana strategi tersebut mampu menjawab tantangan rendahnya kesadaran administrasi kependudukan sebagaimana digambarkan dalam penelitian-penelitian terdahulu, terutama terkait pola perilaku masyarakat yang baru mengurus dokumen ketika terdapat kebutuhan mendesak.
METODE 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis Program Kerja Humas di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara, di mana pendekatan ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena sosial seperti yang disarankan oleh (Maxwell, 2021) bahwa desain penelitian kualitatif deskriptif efektif untuk memahami praktik komunikasi dalam konteks organisasi pemerintah. Subjek penelitian adalah Program Kerja Humas yang dijalankan oleh instansi tersebut, dengan objek penelitian berfokus pada aspek implementasi, tantangan, dan hasil program berdasarkan perspektif staff humas. 
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam secara langsung dengan 3 staff humas sebagai instrumen utama, yang dilengkapi dengan dokumentasi visual sebagai bukti pelaksanaan penelitian, sesuai dengan rekomendasi (Maxwell, 2021) bahwa wawancara mendalam membantu mengumpulkan data kaya tentang pengalaman subjektif dalam penelitian lapangan. Prosedur pelaksanaan penelitian dimulai dengan pengantaran surat izin mini riset ke pihak instansi untuk mendapatkan persetujuan, diikuti oleh pelaksanaan wawancara langsung di lokasi instansi di Jl. Perintis Kemerdekaan, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara, dan diakhiri dengan pengumpulan dokumentasi sebagai bukti kunjungan. 
Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi pola, tema, dan makna dari data wawancara dan dokumentasi, melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menghasilkan deskripsi komprehensif tentang program kerja humas tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh (Maxwell, 2021) bahwa analisis tematik memungkinkan interpretasi bermakna dari data kualitatif dalam konteks interaktif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil Penelitian
Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi utama Humas Dinas PMD & Dukcapil Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan diseminasi informasi dan pemahaman masyarakat berfokus pada branding kelembagaan yang dipublikasikan melalui media digital. Branding dilakukan untuk menegaskan kembali fungsi dinas sebagai pembina dan pengawas administrasi kependudukan di tingkat kabupaten/kota, mengingat masih banyak masyarakat yang menyamakan peran dinas provinsi dengan instansi pelayanan langsung di kabupaten/kota. Melalui branding yang konsisten, Humas berupaya membentuk persepsi publik mengenai otoritas sebenarnya dari dinas, terutama terkait fungsi koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.
Strategi branding tersebut diwujudkan melalui pemanfaatan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube sebagai kanal utama penyebaran informasi. Temuan lapangan menunjukkan bahwa konten media sosial masih didominasi oleh dokumentasi kegiatan internal dinas, publikasi program pemerintah, serta video company profile yang berisi penjelasan tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Meskipun demikian, aktivitas digital ini telah memperlihatkan peningkatan pada indikator kuantitatif seperti viewers, reach, dan insight, yang digunakan Humas sebagai ukuran keberhasilan diseminasi informasi. Hal ini sesuai dengan penelitian (Kharisma & S, 2024) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial oleh Humas pemerintah dapat meningkatkan visibilitas organisasi dan menjangkau audiens secara lebih luas.
Selain itu, Humas Dinas PMD & Dukcapil juga mulai mengembangkan konten edukatif terkait administrasi kependudukan, seperti informasi tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA), pentingnya dokumen kependudukan, dan perbedaan kewenangan antara dinas provinsi dan kabupaten/kota. Langkah ini relevan dengan temuan (Sari & Soegiarto, 2021) yang menegaskan bahwa media sosial pemerintah memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan literasi publik terhadap kebijakan dan layanan yang diberikan.
Dalam aspek pengembangan infrastruktur komunikasi, dinas merencanakan peluncuran website resmi sebagai pusat informasi digital yang lebih terstruktur dan mudah diakses. Website ini diproyeksikan sebagai kanal utama untuk publikasi data, berita, regulasi, dan informasi layanan kependudukan. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Tuhana et al., 2023) yang menyatakan bahwa website instansi pemerintah menjadi sarana penting untuk membangun kredibilitas dan memastikan transparansi informasi.
Pada hasil wawancara, staf Humas menyampaikan bahwa mereka menyadari perlunya peningkatan kompetensi teknis seperti desain visual, writing for digital content, dan manajemen media sosial. Komitmen untuk meningkatkan kualitas visual editing menunjukkan kesadaran instansi untuk menyesuaikan diri dengan tren komunikasi digital yang semakin mengutamakan konten visual yang menarik dan informatif.
Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa strategi komunikasi digital Humas Dinas PMD & Dukcapil telah menghasilkan dampak positif berupa peningkatan jangkauan publik dan mulai terbentuknya pemahaman masyarakat tentang perbedaan tupoksi antarlevel pemerintahan. Peningkatan kesadaran masyarakat ini sejalan dengan temuan (Istifa & Ali, 2025) Penelitian menunjukkan bahwa digital literacy memungkinkan masyarakat mengakses informasi lebih cepat dan luas, sedangkan kebijakan publik yang baik memberikan arah yang jelas terhadap perilaku masyarakat, sehingga keduanya berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kesadaran (literasi) publik.

Pembahasan Hasil Penelitian
Strategi komunikasi Humas Dinas PMD & Dukcapil Provinsi Sumatera Utara menggambarkan upaya transformatif menuju model komunikasi digital yang lebih modern dan berorientasi pada penguatan branding institusional. Dalam perspektif teori komunikasi pemerintah, strategi ini berada dalam spektrum public information model, di mana informasi disebarkan secara satu arah untuk membangun pemahaman publik. Meskipun demikian, penggunaan media sosial membuka peluang terjadinya pergeseran ke arah two-way asymmetric model, yaitu upaya institusi dalam membentuk opini publik melalui interaksi terbatas di ruang digital.
Temuan penelitian menunjukkan adanya gap strategis antara tujuan branding yang bersifat ideal dan praktik operasional yang masih didominasi oleh konten dokumentasi internal. Hal ini serupa dengan hasil penelitian (Kriyantono & Safitri, 2024) “Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa praktik government public relations di banyak lembaga pemerintah daerah masih didominasi oleh komunikasi satu arah dan publikasi kegiatan administratif, sehingga fungsi strategis humas seperti penyampaian konten edukatif dan peningkatan pemahaman publik belum optimal. Kondisi ini menciptakan gap yang berpotensi menghambat efektivitas strategi diseminasi informasi yang bertujuan meningkatkan pemahaman publik secara mendalam.” 
Dalam konteks teori komunikasi digital, konten publik seharusnya tidak hanya berorientasi pada peningkatan engagement kuantitatif, tetapi juga harus mengarah pada peningkatan pemahaman publik dan kualitas interaksi. Penelitian (Aji et al., 2023) menegaskan bahwa interaktivitas merupakan salah satu indikator kunci dalam keberhasilan media sosial pemerintah. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa interaktivitas dalam media sosial Humas Dinas PMD & Dukcapil masih tergolong rendah, karena konten lebih dominan menginformasikan daripada mengajak dialog atau partisipasi publik.
Selain itu, integrasi visi dan misi Humas dengan visi Gubernur menunjukkan adanya konsistensi kebijakan makro, namun juga menimbulkan tantangan sinkronisasi pesan karena setiap bidang di dinas memiliki tupoksi yang berbeda. Oleh karena itu, Humas perlu mengembangkan strategi pesan yang lebih terstruktur agar dapat mewakili keseluruhan peran dan fungsi dinas secara komprehensif. Konsistensi pesan ini sangat penting dalam membangun kepercayaan publik dan memperkuat citra institusi.
Pembangunan website dan peningkatan kualitas visual editing merupakan langkah strategis yang sejalan dengan hasil penelitian (Widya, 2021) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah perlu mengadopsi pendekatan komunikasi kreatif dan inovatif untuk menjangkau generasi digital. Pendekatan seperti kolaborasi dengan influencer lokal, pembuatan konten storytelling, dan desain visual yang lebih informatif dapat meningkatkan efektivitas komunikasi serta memperkuat citra dinas.
Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa strategi komunikasi Humas Dinas PMD & Dukcapil telah berada pada jalur yang tepat, namun membutuhkan beberapa perbaikan signifikan. Upaya diseminasi informasi akan lebih efektif jika Humas mampu memper kuat relevansi konten, meningkatkan kualitas interaksi publik, serta mengoptimalkan penggunaan media sosial sebagai ruang edukasi, bukan sekadar dokumentasi.

KESIMPULAN
Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi komunikasi Humas Dinas PMD & Dukcapil Provinsi Sumatera Utara telah menunjukkan arah positif dalam memperkuat diseminasi informasi dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai administrasi kependudukan. Pemanfaatan media digital seperti Instagram, Facebook, dan YouTube efektif dalam memperluas jangkauan publik serta memperjelas fungsi kelembagaan dinas di tingkat provinsi. Namun, konten yang diunggah masih didominasi kegiatan seremonial sehingga fungsi edukatif humas belum maksimal. Diperlukan pengembangan konten yang lebih informatif dan interaktif agar komunikasi publik tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga mampu mendorong partisipasi dan pemahaman masyarakat secara mendalam.
Peningkatan kapasitas staf humas di bidang desain visual, penulisan digital, dan manajemen media sosial menjadi langkah penting untuk mendukung strategi komunikasi berbasis digital. Selain itu, pengembangan website resmi perlu segera direalisasikan sebagai kanal informasi utama yang terintegrasi dan transparan.
Secara keseluruhan, humas pemerintah perlu bertransformasi dari sekadar penyampai informasi menjadi fasilitator komunikasi publik yang adaptif, edukatif, dan partisipatif. Pendekatan ini akan memperkuat citra lembaga sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan di Sumatera Utara.
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